LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT BANY
NOMOR : 13 TAHUN 1998 SERI : A NOI.H?JGA >

ﬁ

pERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Pajak Reklame merupakan
jenis Pajak Daerah Tingkat IT;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak
Reklame perlu diadakan penyesuaian dengan
Undang-undang tersebut;

Mengingat : 1. Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang'
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
' Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);
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10.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 ten
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lemp
Negara lahun 1997 Nomor 40, Ty
[ embaran Negara Nomor 3684);

Lang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentag
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembary,
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambaha,
Lembaran Negara Nomor 3685);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembara
Negara Tahun 1997, Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3686);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3691); :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan :

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170

Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan

‘Pajak Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah;

geraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
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Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten

- Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1986 Nomor 5
Seri D).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
ngkat II Banyumas

. MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
'b.r

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas;

Bupati Kepala Daerah adalah Bupatl Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan

Daerah dan: Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah

atas penyelenggaraan reklame;



rbuatan atau media yang menupy,
f Reklameadalah benda, a1 peunmk tujuan komersial, dipertbentuk
dan corak ragamnya Ul - gunaky,
susunan kenalkan, menganjurkan atau memujikan sy, bara,
untuk memper ataupll’ﬂ untuk menarik perhatian umyp, atay .
ﬁa iha;,1::11(1li gar?algd’an atau didengar dari suatu tempat oleh Umum kecug?it
yang dilakukan oleh Pemerintah; | t

g. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat
satu atau beberapa buah reklame;

h. Penyelenggaraan Reklame adalah Perorangan atau badan hyj,
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sepg
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya:

1. Kawasan/Zone adalah batasanbatasan wilayah tertenty Sesuai dengap
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk Pemasangap
reklame; :

j- Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/
pengeluaran -biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atay
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga bel
bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos
perakitan, Pemancaran, peragaan, Penayangan, pengecatan,

1 dan lain sebagainya sampai

g, dipancar, diperagakan,

terpasang di t g =

k. Nilai strategis lokasi i3 e g telah s
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M. Surat Setorap Pajak D

aerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
Surat yang digunakan oleh W dnjutny Ing A
21U penyetoray | ajak yang 4J1b Pajak untuk melakukan pembayara



n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang;

o. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya dls,lngkat
SKPDKB adalah $urat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan Jumlah
yang masih harus dibayar;,

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

q. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak;

s. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

t. Surat paksa adalah surat permtah membayar utang Pajak dan biaya
penagihan Pajak. -

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama PaJak Reklame dlpungut Pajak atas penyelenggaraan
Reklame.



Pasal 3

(1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Rekl_ame'

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pagy
ini, meliputi :
a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;
b. Reklame Kain,
c. Reklame Melekat (Stiker);
d. Reklame Selebaran,;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame Udara;
g. Reklame Suara;
h. Reklame Film/Slide;
i. Reklame Peraga.

(3) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemermtah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

b. II_’Ien)felenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio dan Warta
arian;

C. Penyelenggaraan Reklame 1

ainnya yang ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah. . & P

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orap

ribadi arakan
atau memesan reklame e atau badan yang menyelengg

(2) Wajib Pai gD
= | e.Jak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan



BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar'Pengenaan Pajak adalah Nilai‘ Sewa Reklame. -

(2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung
berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai Strategis, lokasi dan
jenis Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Orang Pribadi atau Badan
yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka Nilai -
Sewa reklame ditentukan berdasarkan besarnya biaya pemasangan,
pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis
Reklame. -

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, maka Nilai
Sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu
masa Pajak/masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan -
‘biaya pemasangan, .pemeliharaan, lamanya pemasangan,. nilai
strategis, lokasi dan jenis Reklame. | 3

(5) Hasil penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Kepala Daerah. |

Pasal 6

 Tarip Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pajak yang terutang dipungutdi Daerah.
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Ty
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan Dagar Peﬂgenaag
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu . '
yang lamanya sam

penyelenggaraan Reklame. ya sama dengan jangka wakt
Pasal 9



'~ dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandaténgani oleh Wajii) Pajak
atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati Kepala Daerah selambatlambatnya 15 (lima belas) hari
setelah berakhirnya masa pajak. |

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati |
Kepala Daerah. -

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
. Pasal 1 |
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimziksﬁd dalam Pasal 10 ayat (1),.

Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD. ‘

Pasal 12
(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1), digunakan untuk menghitung,
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.



= Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

Pajag

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf 5, Paga] iy

diterbitkan :

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan [
yang “terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakap

In pajak
sanks;

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebylay
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangk,
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

. terutangnya pajak;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur Secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dva persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak;

€. apabila kewajiban mengisi SPTPD tigak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 9 (dua puluh lima persen) dari pokok
Pajak ditambah sanks; administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
p.ersen) sebulan dihitung darj Pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka Waktu.paling lama 24 (dua puluih empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.



dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 10 % (sepuluh
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf ¢ Pasal ini,
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah hedit kekurangan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak. - o ' ‘

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b Pasal
ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang teruténg sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran pajak dilaku_kan di Kas Daerah atau tempat lain yang
 ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan
dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditenipat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1 X

24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud _dalamaya.t (1) dan ayat (2)
Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD. '
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Ty
~ Pasal 14

(D P,embayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

[ : juan kepada Waii
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurunwakty tertex?lj“(llb
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. ’

3) Angsu.rafl pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
P?lsal i, harus dilakukan secara teratur dan berturutturut dengan
dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum atau kurang dibayar. ' '

4) Bu.pati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
P:':tjak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar. | '

(5) Persyaratam untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah. ;

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaskud dalam Pa§a1 14,
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku

penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
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BAB VIII
TATA _CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejénis sebagai

a\x{al tinda?can pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jan.gka waktu 7 (tujuh) hari seteiah tanggal surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang. :

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh
pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran Peringatan atau surat lain yang

sejenis.
Pasal 18
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24

jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
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Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak -belum melunasi utang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaap
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara

tertulis kepada Wajib Pajak.
| Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22 -

(1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan pértnohonan Wajib Pajak dapat
~ memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati
Kepala Daerah. ' '
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BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati-Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat :

a.  membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangundangan
perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan Pajak yang tidak benar

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi

tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Bupati Kepala Daerah, atau Pejabat selambatlambatnya 30 (tiga puluh) -

hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak
surat. permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini,
* diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
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Bupati Kepala Daerah atau Pejaby; ¢; dak
permohonan pembetulan, pembayy,
dan penghapusan pengurangan sanks;

ayat (3) Pasal int,

memberikan keputusat,
rangan ketetapan

engu : .
gdministrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24
(1)-Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala
.~ Daerahatau Pejabat atas suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama |
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya. :

3) Bupati Kepalzi Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan
keputusan. ' '

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
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i

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

5) .
( jdak menunda kewaj iban membayar Pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak. dapat me.ngajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
keputusan keberatan. : ' |

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
tidak menunda kewajiban membayar pajak. _

Pasal 26

an keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau

Apabila pengaju
banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
* pembayaran Pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat secara
tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya -
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
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c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;

d. Alasanyang jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 13 (4,
belas) bulan sejak diterimanya peqnohonan pengembalian kelepipy,
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pagy] i

harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalan? ayat (2) Pasal inj
dilampaui Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian: kelebihan pembayaran Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan

pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini

. langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan peinbayafzin Pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati
Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebilfan peml;ayaran Pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), pembayarannya

dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pem; dah '
em
berlaku sebagai bukti pembayaran. , B g
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BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaul jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah.

) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, tertangguh apabila: ‘

2. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XIV
" KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
(1) Wajib Pajak yang karena kealpaanny2 tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar qtau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.

" (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar S€ ingga merugikan keuangan Daerah
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A

N . : ling lama 2 (dua) tah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lan “n
s dench paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutap,

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana .dimaksud dalam Pasal 30 Peraturap Daerap
ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak
saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

"BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum Acara
Pidana. :

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini,
- adalah



d. memeriksa buku-buku, catatan-cata

tan :
" perkenaan dengan tindak pidana dit dan dokumen-dokumen lain

idang Perpajakan Daerah;

. k' mendapatkan bap i
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen la;inIl tsnt:.lrkl‘.na

melakukaltl) penyitaan terhadap bahan bukt; tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rap ka ’

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakagn Dzﬁeerlaall:;sanaan =

g. menyuruh berhenti, melarang Seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam hurufe; |

h. memotret sesecorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah; Taael e

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi; -

. menghentikan penyidikan; |

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan. L |

Gt o

- (3) Peyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat ) 'Ifasal ini_,

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil

idi i dengan ketentuan yang
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai |

diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana. :
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
' ruran Daerah

: | . . . Rra
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
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rah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentap,

ten Dae :
B, dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pajak Reklame,

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ]I
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
BANYUMAS
KETUA,

Cap. ttd. | Cap. ttd.

H.WARSONO H.M. ARIS SETIONO, SH., SIP.

- DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
Nomor : 973.33 720 Tanggal 2 September 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap. ttd

Drs. KAUSAR AS.
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piundangkan dalam Lembaran Dae

rah Kabupaten D
panyumas Nomor 7 tanggal 15 September 1699 §epr o Lngkat Il

Sekretaris Wilayah/Daerah
cap. ttd.
Drs. SOEDIMAN

Pembina Tingkat I
NIP : 500034 842




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I BANYUMAS
~ NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK REKLAME

1. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas diberi kewenangan untuk memungut Pajak
Reklame. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung
perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung
jawab untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan
pelayanan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

. Di Kabupaten Daerah Tingkat Il Banyumas, Pajak Beklame
telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pajak Reklame, untuk itu
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 perlu disesuaikan de.ngan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1997.
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II. PENJELASAN

Pasal 1

Pasal 2
Pasal 3 s/d Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23 s/d Pasal 28 |

Pasal 29 ayat (1)

PASAL DEMI PASAL

Pasal ini memuat pengertian istilap
yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah ini. Dengan adanya
pengertian tentang istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya salah tafsir dan salah
pengertian dalam memahami dan
melaksanakan Pasal-pasal yang
bersangkutan, sehingga Wajib
Pajak maupun aparatur dalam
melaksanakan hak dan
kewajibannya dapat berjalan dengan
lancar.

Pengertian ini diperlukan karena
istilah-istilah tersebut mengandung

. pengertian yang baku dan teknis
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dalam bidang perpajakan.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Dasar pemberian pengurangan dan
keringanan dikaitkan dengan
kemampuan Wajib Pajak.
Pembebasan Pajak dikaitkan
dengan fungsi obyek Pajak.

Cukup jelas.

Saat kadaluwarsa penagihan pajak
ditetapkan untuk memberikan



pasal 29 ayat (2)

Pasal 30ayat (1)

kel.)astian hllkurn
Pajak tersebut tj
lagi.

kapan hutape
g
dak dapat ditagin

. Dalam hal diterbitkannya surat’

teguran dan surat paksa
ke_daluwarsa penagihan dihitung’
sejak tanggal penyampaian surat
paksa tersebut.

Yaﬁg dimaksud dengan pengakuan
hutang Pajak secara langsung

‘adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih
mempunyai hutang Pajak dan
belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah. |

Yang dimaksud dengan pengakuan

hutang secara tidak langsung adalah
Wajib Pajak tidak secara nyata-
nyata langsung menyatakan bahwa

* ja’ mengakui mempunyai hutang

27

Pajak kepada Pemerintah Da.erah,
misalnya Wajib Pajak mengajukan
permohonan keberatan atau
penundaan pembayaran.

Dengan adany;
diharapkan timb
P a _] ak un tu
kewajibannya,
dengan kealpaan
sengaja, lalai, tl



kurang mengindapy
kewajibannya, sehingga Perbuaa
tersebut menimbulkan: ke, Fan
keuangan Daerah. glan

Perbuatan atau tindag,
sebagaimana dimaksud dalam ay£
ini yang dilakukan dengan sengpj,
dikenakan sanksi yang lebih bery
dari pada alpa, mengingy
pentingnya penerimaan Pajak bag;
Daerah.

Pasal 30 ayat (2)

Pasal 31 . Ketentuan ini dimaksudkan guna
memberikan kepastian hukum bagj
Wajib Pajak, Penuntut Umum dan
Hakim.

Pasal 32 danPasal33 ro. g Cukup jelas.
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